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ABSTRAK

REFORMASI SISTEM KONSTITUTIF PADA INDIKASI GEOGRAFIS
SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT
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Kata Kunci : Indikasi Geografis, Sistem Hukum, Sistem Konstitutif,
Sistem Deklaratif, Kesejahteraan

Indikasi Geografis (IG) selalu berkaitan dengan asal barang. IG diatur
melalui tiga ketentuan hukum yaitu: Undang-Undang No 14 tahun 1997
tentang Merek; Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek;
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi
Geografis. Sejak semula norma perlindungan IG pengaturannya menjadi
satu dengan merek dan tidak berdiri sendiri atau sui generis, dengan
melekatkan nama IG dengan asal daerah dan barang. Kemudian, produk
IG bereputasi, berkarakter dan berkualitas. Potensi produk IG sangat
besar. Indonesia memiliki 34 Provinsi dengan produk
pertanian/perkebunan, kerajinan tangan, tenun dan masih banyak lagi.
Perlu didorong peran Pemerintah Daerah dan Masyarakat untuk
melindungi IG dari daerahnya. Titik masuk adalah peran hukum untuk
mendorong peningkatan perlindungan |G yang bergerak ke arah
peningkatan kesejahteraan. Perlindungan IG hanya melalui satu pintu,
yaitu sistem konstitutif atau penerapan first to file. Sampai tahun 2020, IG
Indonesia hanya berjumlah 88. Indonesia masih kalah dari Thailand dan
Malaysia. Sistem konstitutif membutuhkan sumber daya kompetensi dan
dana yang tidak sedikit, sehingga peningkatan jumlah IG dan
kesejahteraan belum terealisasi. Untuk mengarahkan penelitian, penulis
merumuskan permasalahan yaitu:1) Mengapa Sistem Konstitutif Pada
Indikasi Geografis Perlu Direformasi Sebagai Upaya Meningkatkan
Kesejahteraan Masyarakat ? 2) Bagaimanakah Dampak Indikasi
Geografis Pada Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat? 3)
Bagaimanakah Reformasi Sistem Konstitutif Pada Indikasi Geografis
Untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat? Tujuan penelitian
adalah 1) untuk menganalisis dan menemukan mengapa sistem
konstitutif pada indikasi geografis perlu direformasi sebagai upaya
meningkatkan kesejahteraan masyarakat; 2) untuk menganalisis dan
menemukan pengaruh Indikasi Geografis pada upaya peningkatan
kesejahteraan masyarakat; 3) untuk menganalisis dan menemukan
reformasi sistem konstitutif pada indikasi geografis untuk peningkatan
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kesejahteraan masyarakat. Ketiga permasalahan tersebut akan dianalisis
berdasarkan teori sistem hukum dari Lawrence Meir Friedman yang
memiliki tiga komponen yaitu, substansi, struktur dan budaya hukum yang
dinilai pada dampak berupa peningkatan kesejahteraan. Metode penelitian
yang dipergunakan dalam penelitian adalah yuridis sosiologis berbasis
pada ilmu hukum normatif (peraturan perundang-undangan), mengamati
bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu
bekerja dalam masyarakat. Hasil penelitian: 1) sistem konstitutif pada 1G
perlu direformasi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat,
karena tidak terjadi percepatan dan penambahan Indikasi Geografis.
Sistem konstitutif pada IG tidak mampu meningkatkan kesejahteraan
masyarakat, karena sistem konstitutif belum bekerja sebagaimana
mestinya. Elemen substansi tidak sesuai dengan masyarakat, struktur
belum mampu memahami konsep hukum IG dan budaya hukum belum
terbentuk. 2) Indikasi Geografis, berdampak positif dengan pengakuan
terhadap IG. Ekonomi bertumbuh dan berkembang dalam peningkatan
kesejahteraan masyarakat bagi daerah setempat. 3) Reformasi sistem
konstitutif menjadi sistem deklaratif pada Indikasi Geografis untuk
peningkatan kesejahteraan masyarakat, karena tujuan hukum tidak
tercapai dan fungsi hukum tidak bekerja. Pembaruan hukum
perlindungan IG dari sistem konstitutif menjadi sistem deklaratif. Saran: 1)
Mengubah ketentuan hukum berkaitan dengan Indikasi Geografis yang
pada pokoknya berkaitan dengan pemberlakuan sistem deklaratif beserta
penyesuaian peraturan pelaksana dan atau peraturan di bawahnya. 2)
Penguatan Indikasi Geografis melalui model Pembentukan Lembaga/
atau badan yang menangani Indikasi Geografis sebagai HKI Komunal
yang menjadi tanggung jawab Pemerintah. Mengoptimalkan peran
kelembagaan IG , MPIG dan Pemda. 3) Sosialisasi secara menyeluruh
dan berkesinambungan harus terus diupayakan sampai ke pelosok tanah
air. Memberikan edukasi kesadaran hukum ber 1G. 4) Perlu MOU
Internasional terkait batasan wilayah negara, antara Indonesia Malaysia
dalam mendududukkan kepemilikan kekayaan komunal dan pemanfaatan
ekonomi dan budaya atas |G seperti produk tenun Dayak Iban dan Beras
Adan Krayan dengan Serawak Malaysia. 5) Perlu peningkatan peran
Pemda bersama Masyarakat produsen dalam menemukan strategi
penguatan organisasi pemilik Hak Indikasi Geografis oleh pihak terkait
sebagai dampak positif pengakuan IG, memperoleh perlindungan
hukum dan pemanfaatan IG dalam upaya pengembangan dan
peningkatan IG untuk kesejahteraan masyarakat secara nyata. 6)
Memberikan sarana untuk pencatatan dengan sifat sukarela, seperti
kepemilikan kekayaan komunal lain dalam perlindungan Ekspresi
Budaya Tradisional dan Pengetahuan Tradisional. 7) Membangun
kemitraan dengan perguruan tinggi setempat untuk pengelolaan dan
pengembangan IG. Pelibatan akademisi akan membantu masyarakat
pemilik 1IG untuk mampu menjaga kualitas dan reputasi produk serta
meningkatkan pangsa ekspor.
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Geographical Indication (GI) always relates to the origin of goods. Three
legal provisions of Gl; Act No. 14 of 1997 on Brands; Act No. 15 of 2001
on Brands; Act No. 20 of 2016 on Brands and Geographical Indication. In
the beginning, the protection of Gl were incorporated with a brand and
were not standalone or sui generis-by attaching the GI name with the
origins and goods. Later, Gl products had reputation, character, and
quality. The potential of Gl products is massive. Indonesia has 34
provinces with agriculture/plantation goods, handicrafts, woven fabrics,
and much more. The role of the Local Government and local community
should be pushed to protect their Gls. The entry point is the function of law
to push GI protection that leads to the improvements of welfare. Gl
protection only goes through one way, constitutive system (first to file).
Until 2020, Indonesia only has 88 registered Gls. Thailand and Malaysia
have more numerous Gls than Indonesia does. A Constitutive system
requires competence and a vast amount of funding. Therefore,
improvements in Gl and welfare have not been realized. To steer the
research, the writer formulated the problems as follows; 1) Why the
Constitutive System on Geographical Indication should be Reformed as
the Means to Improve Public Welfare? 2) How are the Implications of
Geographical Indication to Public Welfare? 3) How does the Reformation
of the Constitutive System on Geographical Indication affect the
Improvements of Public Welfare? The purpose of this research are as
follows; 1) To analyze and discover why the constitutive system on
geographical indication needs reforming as the means to improve public
welfare; 2) To analyze and discover the impact of Geographical Indication
on the effort of improving public welfare; 3) To analyze and discover the
reformation of constitutive system on the geographical indication to
improve the public welfare. The research problems are analyzed based
on legal system theory of Lawrence Meir Friedman, namely, substance,
structure, and legal culture, and impact. The method used in this research
is sociological normative that observes how the reaction and interaction
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occurred when the normative law works in the society. The result of the
research: 1) Constitutive system should be reformed in the order to
enhance public welfare due the stagnation of the number of Gls and
disfunction of legal system. The substantial element does not match with
the public condition in the absence of comprehension of Gl concept and
legal culture. 2) Geographical Indication impacts positively with the
recognition of GIl. The economic growth of Gls will be alongside the
improvement of public welfare of the locals. 3) Reforming constitutive
system to declarative system is needed in order to improve the public
welfare, because of the failure the system to achieve. Recommendation:
1) Reforming legal provisions relating to declarative system along with
adjustments to implement. 2) Strengthening Geographical Indications
through the model of the Establishment of Institutions / or agencies that
handle Geographical Indications as communal property. Optimizing the
institutional roles of the GI, MPIG and Local Government. 3) Thorough and
continuous socialization must be held to all part of the country. Provide
legal awareness training to use Gl. 4) There is a need for an International
MOU related to national boundaries, between Indonesia and Malaysia in
placing ownership of communal wealth and economic and cultural use of
Gls such as Dayak Iban woven products and Adan Krayan Rice with
Sarawak Malaysia. 5) It is necessary to increase the role of the Regional
Government together with the producing community in finding strategies
for strengthening the organization of Geographical Indication Rights by
related parties as a positive impact of Gl recognition, obtaining legal
protection and utilizing Gl in an effort to develop and increase Gl for real
community welfare. 6) Provide a means for voluntary recording, such as
the ownership of other communal assets in the protection of Traditional
Cultural Expressions and Traditional Knowledge. 7) Build partnerships with
local universities for the management and development of Gls. The
involvement of academics will help the community that owns the GI to be
able to maintain the quality and reputation of the product and increase the
share of exports.
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Indikasi Geografis (IG) selalu berkaitan dengan asal barang. IG diatur
melalui tiga ketentuan hukum yaitu: Undang-Undang No 14 tahun 1997
tentang Merek; Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek;
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi
Geografis. Sejak semula norma perlindungan IG pengaturannya menjadi
satu dengan merek dan tidak berdiri sendiri atau sui generis, dengan
melekatkan nama IG dengan asal daerah dan barang. Kemudian, produk
IG bereputasi, berkarakter dan berkualitas. Potensi produk IG sangat
besar. Indonesia memiliki 34 Provinsi dengan produk
pertanian/perkebunan, kerajinan tangan, tenun dan masih banyak lagi.
Perlu didorong peran Pemerintah Daerah dan Masyarakat untuk
melindungi IG dari daerahnya. Titik masuk adalah peran hukum untuk
mendorong peningkatan perlindungan 1G yang bergerak ke arah
peningkatan kesejahteraan. Perlindungan IG hanya melalui satu pintu,
yaitu sistem konstitutif atau penerapan first to file. Sampai tahun 2020, 1G
Indonesia hanya berjumlah 88. Indonesia masih kalah dari Thailand dan
Malaysia. Sistem konstitutif membutuhkan sumber daya kompetensi dan
dana yang tidak sedikit, sehingga peningkatan jumlah IG dan
kesejahteraan belum terealisasi. Untuk mengarahkan penelitian, penulis
merumuskan permasalahan yaitu:1) Mengapa Sistem Konstitutif Pada
Indikasi Geografis Perlu Direformasi Sebagai Upaya Meningkatkan
Kesejahteraan Masyarakat ? 2) Bagaimanakah Dampak Indikasi
Geografis Pada Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat? 3)
Bagaimanakah Reformasi Sistem Konstitutif Pada Indikasi Geografis
Untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat? Tujuan penelitian
adalah 1) untuk menganalisis dan menemukan mengapa sistem
konstitutif pada indikasi geografis perlu direformasi sebagai upaya
meningkatkan kesejahteraan masyarakat; 2) untuk menganalisis dan
menemukan pengaruh Indikasi Geografis pada upaya peningkatan
kesejahteraan masyarakat; 3) untuk menganalisis dan menemukan
reformasi sistem konstitutif pada indikasi geografis untuk peningkatan



kesejahteraan masyarakat. Ketiga permasalahan tersebut akan dianalisis
berdasarkan teori sistem hukum dari Lawrence Meir Friedman yang
memiliki tiga komponen yaitu, substansi, struktur dan budaya hukum yang
dinilai pada dampak berupa peningkatan kesejahteraan. Metode penelitian
yang dipergunakan dalam penelitian adalah yuridis sosiologis berbasis
pada ilmu hukum normatif (peraturan perundang-undangan), mengamati
bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu
bekerja dalam masyarakat. Hasil penelitian: 1) sistem konstitutif pada 1G
perlu direformasi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat,
karena tidak terjadi percepatan dan penambahan Indikasi Geografis.
Sistem konstitutif pada IG tidak mampu meningkatkan kesejahteraan
masyarakat, karena sistem konstitutif belum bekerja sebagaimana
mestinya. Elemen substansi tidak sesuai dengan masyarakat, struktur
belum mampu memahami konsep hukum IG dan budaya hukum belum
terbentuk. 2) Indikasi Geografis, berdampak positif dengan pengakuan
terhadap IG. Ekonomi bertumbuh dan berkembang dalam peningkatan
kesejahteraan masyarakat bagi daerah setempat. 3) Reformasi sistem
konstitutif menjadi sistem deklaratif pada Indikasi Geografis untuk
peningkatan kesejahteraan masyarakat, karena tujuan hukum tidak
tercapai dan fungsi hukum tidak bekerja. Pembaruan hukum
perlindungan IG dari sistem konstitutif menjadi sistem deklaratif. Saran: 1)
Mengubah ketentuan hukum berkaitan dengan Indikasi Geografis yang
pada pokoknya berkaitan dengan pemberlakuan sistem deklaratif beserta
penyesuaian peraturan pelaksana dan atau peraturan di bawahnya. 2)
Penguatan Indikasi Geografis melalui model Pembentukan Lembaga/
atau badan yang menangani Indikasi Geografis sebagai HKI Komunal
yang menjadi tanggung jawab Pemerintah. Mengoptimalkan peran
kelembagaan IG , MPIG dan Pemda. 3) Sosialisasi secara menyeluruh
dan berkesinambungan harus terus diupayakan sampai ke pelosok tanah
air. Memberikan edukasi kesadaran hukum ber 1G. 4) Perlu MOU
Internasional terkait batasan wilayah negara, antara Indonesia Malaysia
dalam mendududukkan kepemilikan kekayaan komunal dan pemanfaatan
ekonomi dan budaya atas |G seperti produk tenun Dayak Iban dan Beras
Adan Krayan dengan Serawak Malaysia. 5) Perlu peningkatan peran
Pemda bersama Masyarakat produsen dalam menemukan strategi
penguatan organisasi pemilik Hak Indikasi Geografis oleh pihak terkait
sebagai dampak positif pengakuan IG, memperoleh perlindungan
hukum dan pemanfaatan IG dalam upaya pengembangan dan
peningkatan |G untuk kesejahteraan masyarakat secara nyata. 6)
Memberikan sarana untuk pencatatan dengan sifat sukarela, seperti
kepemilikan kekayaan komunal lain dalam perlindungan Ekspresi
Budaya Tradisional dan Pengetahuan Tradisional. 7) Membangun
kemitraan dengan perguruan tinggi setempat untuk pengelolaan dan
pengembangan IG. Pelibatan akademisi akan membantu masyarakat
pemilik 1G untuk mampu menjaga kualitas dan reputasi produk serta
meningkatkan pangsa ekspor.
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Geographical Indication (Gl) always relates to the origin of goods. Three
legal provisions of GI; Act No. 14 of 1997 on Brands; Act No. 15 of 2001
on Brands; Act No. 20 of 2016 on Brands and Geographical Indication. In
the beginning, the protection of Gl were incorporated with a brand and
were not standalone or sui generis-by attaching the GI name with the
origins and goods. Later, Gl products had reputation, character, and
quality. The potential of Gl products is massive. Indonesia has 34
provinces with agriculture/plantation goods, handicrafts, woven fabrics,
and much more. The role of the Local Government and local community
should be pushed to protect their Gls. The entry point is the function of law
to push GI protection that leads to the improvements of welfare. Gl
protection only goes through one way, constitutive system (first to file).
Until 2020, Indonesia only has 88 registered Gls. Thailand and Malaysia
have more numerous Gls than Indonesia does. A Constitutive system
requires competence and a vast amount of funding. Therefore,
improvements in Gl and welfare have not been realized. To steer the
research, the writer formulated the problems as follows; 1) Why the
Constitutive System on Geographical Indication should be Reformed as
the Means to Improve Public Welfare? 2) How are the Implications of
Geographical Indication to Public Welfare? 3) How does the Reformation
of the Constitutive System on Geographical Indication affect the
Improvements of Public Welfare? The purpose of this research are as
follows; 1) To analyze and discover why the constitutive system on
geographical indication needs reforming as the means to improve public
welfare; 2) To analyze and discover the impact of Geographical Indication
on the effort of improving public welfare; 3) To analyze and discover the
reformation of constitutive system on the geographical indication to
improve the public welfare. The research problems are analyzed based
on legal system theory of Lawrence Meir Friedman, namely, substance,
structure, and legal culture, and impact. The method used in this research
is sociological normative that observes how the reaction and interaction



occurred when the normative law works in the society. The result of the
research: 1) Constitutive system should be reformed in the order to
enhance public welfare due the stagnation of the number of Gls and
disfunction of legal system. The substantial element does not match with
the public condition in the absence of comprehension of GI concept and
legal culture. 2) Geographical Indication impacts positively with the
recognition of GIl. The economic growth of Gls will be alongside the
improvement of public welfare of the locals. 3) Reforming constitutive
system to declarative system is needed in order to improve the public
welfare, because of the failure the system to achieve. Recommendation:
1) Reforming legal provisions relating to declarative system along with
adjustments to implement. 2) Strengthening Geographical Indications
through the model of the Establishment of Institutions / or agencies that
handle Geographical Indications as communal property. Optimizing the
institutional roles of the GI, MPIG and Local Government. 3) Thorough and
continuous socialization must be held to all part of the country. Provide
legal awareness training to use GI. 4) There is a need for an International
MOU related to national boundaries, between Indonesia and Malaysia in
placing ownership of communal wealth and economic and cultural use of
Gls such as Dayak Iban woven products and Adan Krayan Rice with
Sarawak Malaysia. 5) It is necessary to increase the role of the Regional
Government together with the producing community in finding strategies
for strengthening the organization of Geographical Indication Rights by
related parties as a positive impact of Gl recognition, obtaining legal
protection and utilizing Gl in an effort to develop and increase Gl for real
community welfare. 6) Provide a means for voluntary recording, such as
the ownership of other communal assets in the protection of Traditional
Cultural Expressions and Traditional Knowledge. 7) Build partnerships with
local universities for the management and development of Gls. The
involvement of academics will help the community that owns the Gl to be
able to maintain the quality and reputation of the product and increase the
share of exports.



BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam khazanah hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) ' merek,
paten, hak cipta lebih dikenal. Secara historis, ketiganya lebih dulu
dikenal dan dipraktikkan di lapangan bisnis. Dalam perkembangannya,
HKI kemudian memunculkan sejumlah hak lainnya seperti Rahasia
Dagang, Desain Industri, Desain Tata Letak, dan tentunya Indikasi
Geografis.

Secara terminologis HKI adalah padanan istilah dalam bahasa
Inggris Intellectual Property Right (IPR), yakni hak bagi hasil olah pikir
yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna bagi
manusia.? Indonesia meratifikasi pembentukan WTO yang mana
konvensi HKI menjadi bagiannya melalui Undang Undang Nomor 7
tahun 1994 tentang Ratifikasi Perjanjian Pembentukan Organisasi
Perdagangan dunia (WTO).

Rezim HKI dan Perdagangan Bebas adalah untuk meningkatkan
kesejahteraan. Pembentukan hukum di tingkat nasional dan
internasional adalah untuk mendorong terciptanya kesejahteraan pada
masyarakat yang dimaksud. HKI adalah satu faktor yang menjadi jalan
masuk untuk mengubah keadaan masyarakat yang hidup
berkekurangan menjadi masyarakat yang hidup berkecukupan. HKI

diyakini memberikan keuntungan bagi masyarakat jika diterapkan.

' Hak Kekayaan Intelektual yang disingkat dengan HKI secara resmi dipakai sebagai
istilah baku dalam bahasa Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan
Perundang-undangan RI No M.03.PR.07.10 tahun 2000 dan Persetujuan Menteri
Pemberdayaan Aparatur Negara dalam Surat Nomor : 24/m/PAN.1/2000

2 Buku Panduan Hak Kekayaan intelektual, DJKI, Tanggerang, 2013, him iii.
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HKI adalah pemahaman mengenai hak atas kekayaan intelektual
yang timbul dari kemampuan manusia, yang mempunyai hubungan
dengan hak seseorang secara pribadi yaitu hak asasi manusia (human
right).® HKI mengandung hak untuk menikmati secara ekonomis hasil
dari suatu kreatifitas intelektual.* HKI adalah hak yang timbul atau lahir
karena kemampuan intelektual manusia.

Menurut Johannes Cristian Wichard Wakil Direktur Umum Isu-Isu
Global adalah adalah “Hak Kekayaan Intelektual ( HKI ) adalah alat
untuk mendorong inovasi, negara yang kuat sistem HKlnya akan

menyebabkan negara tersebut menjadi maju.”®

Ada keyakinan kuat
bahwa HKI akan berdampak positif pada suatu negara secara
ekonomis. Rezim HKI mengamplikasi ini, di semua lingkup. HKI adalah
kekuatan yang dapat dikembangkan dan ditata secara hukum untuk
mencapai keunggulan ekonomis.

Tidak terkecuali dengan Indonesia, HKI diatur sesuai dengan

standar internasional. Dengan kata lain, Indonesia memandang

3 Pengkategorisasian HKI sebagai HAM masih diperdebatkan, berbagai pendekatan
dipergunakan untuk memahami kategorisasi tersebut pada elemen pengetesan HAM,
karena satu pengetesan elemen HAM ( the holders, the Duty Bearrers, the Subtance )
tidak terpenuhi oleh Regim HKI. Setidaknya ada tiga kemungkina interprestasi yang
dapat digunakan untuk menganalisis relevansi antara HKI dan HAM. HKI bukan dimensi
HAM dan sepenuhnya hak yang berkaitan dengan hukum, HKI adalah HAM dengan
penekanan pada property Rights dan individual rights serta beberapa aspek dari HKI
memiliki pontensial implikasi yang berlawanan dengan HAM. NK supasti Relevansi hak
Kekayaan Intelektual dengan Hak asasi Manusia , E. Jurnal Dinamika Hukum, vol 14, 3
September 2014, him 526, dinamikahukum. fh.Unsoed.ac.id.>article, diakses 18 juli
2018. Lihat juga Bayu Haryo, “Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, sebagai salah
Satu Upaya Penegakan HAM, 2015.hhtps://www.kompasiana.com, diakses 18 juli 2018.
Korelasi HAM-HKI, sama sama bicara mengenai hak dasar manusia untuk hidup,
mengembangkan diri, memperoleh keadilan dan kesejahteraan. Manusia melalui
intelektualitasnya berupa pemikiran, mampu menghasilkan suatu benda maupun proses
yang berguna bagi manusia. Benda atau proses sebagai buah karyaintelektual tersebut
menjadi objek yang dilindungi sebagai sebuah Hak Kekayaan Intellektual melalui
Peraturan Perundang undangan. Hak hak dalam kaitannya dengan HKI, sangat erat
dengan impementasi HAM , sehinga pelanggran-pelanggaran HKI bisa dikatakan
melanggat HAM. Maka hadirnya perangkat-perangkat hukumdalam perlindungan HKI ,
merhjpakan salah satu wujud upaya penegakan HAM.

Ibid.

° Agus Candra, Hak Kekayaan Intelektual adalah Alat untuk Mendorong Inovasi,

https://www.kompasiana.com, diakses 2 Juni 2018
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penting HKI dari aspek kepentingan nasional dan internasional,
sehingga substansi hukum mengikuti Rezim HKI internasional. Dengan
begitu, HKI adalah alat untuk mendorong inovasi, negara yang kuat
sistem HKInya akan menyebabkan negara tersebut menjadi maju.®

HKI Indonesia secara umum mencakup 2 bagian yaitu hak cipta
dan hak kekayaan industrial.”

1. Hak cipta (copyrights )
2. Hak Kekayaan Industrial (indusrtial properti rights), yang
mencakup:
a. Paten (Patent)
b. Merek (Trade Mark )
c. Desain Industri (Industrial Desaign)
d. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (Layout Desaign of
Integrated Circuit)
Rahasia dagang (Trade Secret)
Indikasi Geografis (Geographical Indication ).
. Perlindungan Varietas Tanaman (Varieties of Plants
Protectio)

Q™o

Dari aspek kepemilikan, HKI, dibedakan menjadi dua yaitu® :
kekayaan intelektual individual dan komunal. Kl yang bersifat
imdividual adalah Kl yang dimiliki sepenuhnya oleh individu atau
kelompok individu dengan atau tanpa mengajukan permohonan
kepada Negara untuk mendapatkan hak monopoli atas eksploitasi
secara ekonomi.’

Pertama, Hak personal terciri dari hak individu atau badan hukum,
keuntungan ekonomis bagi individu berupa produk/proses, dan karya
disusun secara tertulis dan sistematis. HKI bersifat individual tersebut

adalah:™

® Ibid.
’ Uraian Dadan Samsudin, Hak Kekayaan Intelektual dan manfaatnya bagi Lembaga
Litbang, http.sumberdaya.ristek.go.id2016/11, diakses 2 Juni 2018
Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan dan
Pembangunan Daerah http://bappedalitbang.bogorkab.go.id/topik/sistem-perlindungan-
huk%m-kekayaan—inteIektuaI-oleh—kementerian—hukum—dan—ham—ri/, diakses 8 juni 2018
Ibid.
' Ibid.
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